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1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat,
baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya
kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Fasilitas
pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik
kefarmasian oleh apoteker. Praktik kefarmasian meliputi pembuatan
termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian
dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan



bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi
dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu
kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur
yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi
tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat
yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Penyelenggaraan
standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan

sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan
farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan sedangkan
pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan
informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy

care), pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Pelayanan kefarmasian di apotek di selenggarakan oleh Apoteker,
dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian
yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Dalam melakukan
pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan perannya. Peran
apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk
interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling

kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan



menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error)
dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi
masalah terkait obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan
farmasi sosial (sosio-pharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut,
apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga
harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam
menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam
melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan
monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan
segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu,
diperlukan standar pelayanan kefarmasian. Praktik Kerja Profesi Apoteker
yang diselenggarakan dari tanggal 3 Oktober hingga 5 November 2022 ini
menjadi suatu wadah yang dapat mengasah kemampuan calon apoteker
dalam praktik kefarmasian agar kedepannya dapat memenuhi standar

kompetensi apoteker yang layak.
1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang
pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai
standar.

2.Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana
kesehatan apotek

3.Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses
reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit dan antusias
baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills dan afektif
untuk melaksanakan pekerjaan profesi apoteker demi keluhuran

martabat manusia.



